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PENGANTAR

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh BP Litbang PPMI men-

genai kekerasan terhadap Pers Mahasiswa, dengan data me-

wakili delapan provinsi dan jumlah responden sebanyak 64 

LPM, dan metode pengumpulan data menggunakan angket 

yang disebar secara online. Ditemukan beberapa fakta, dalam kurun wak-

tu antara 2013-2016 setidaknya ada 47 LPM yang pernah mengalami tin-

dak kekerasan sementara 17 LPM sisanya belum pernah mengalami tindak 

kekerasan. Di antara kasus kekerasan yang dialami oleh pers mahasiswa 

teridentifikasi beberapa bentuk kasus kekerasan, mulai dari intimidasi 

yang dalam hasil kajian PPMI ditemukan sebanyak 33 kasus, pemberede-

lan 11 kasus, pelecehan 7 kasus, dan pemberedelan serta kriminalisasi 5 

kasus.

Yang sering menjadikan semuanya pelik dan pihak pelapor tak berdaya ada-

lah bila dihadapkan pada perkara regulasi, semisal UU pers yang rupanya 

dalam tafsir pemangku kebijakan tidak memandang persma sebagai 

subjek dalam UU yang dimaksud. Sehingga kebebasan pers dalam ling-

kup persma, sering bergantung batasannya pada aturan akademik masing-masing 

kampus, bukan pada regulasi pers yang sebenarnya. Hal ini yang kemudian meng-

giring persma ke dalam kondisi rentan terhadap kasus kekerasan. Pada titik yang lain, 

belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan proteksi dalam 

kerja-kerja jurnalistik adalah masalah lain yang juga perlu diselesaikan. 

Litbang PPMI ; Bentuk Kekerasan Terhadap Persma

Litbang PPMI ; Responden Kasus Kekerasan Persma

SOROTAN ORGANISASI

Dari seluruh temuan fakta dan masalah yang kemudian dibincangkan, 

maka pada tanggal 28 mei 2016, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional 

PPMI yang berlangsung di Jember. Digagaslah beberapa resolusi, yang 

diantaranya adalah penyusunan pedoman teknis advokasi dalam lingkup 

PPMI, serta menemukan aturan perundang-undangan yang dapat melindungi kerja-

kerja jurnalistik persma baik yang bergabung dalam PPMI, maupun yang belum ber-

gabung di dalamnya.

SOROTAN USAHA

Hadirnya pedoman teknis yang sedang tersaji di hadapan pembaca, adalah 

sebuah langkah awal untuk mengupayakan  resolusi yang sebelumnya 

telah dijelaskan. Pedoman teknis ini diharapkan dapat memberi pencer-

ahan, utamanya bagi rekan-rekan persma yang sedang menghadapi 

masalah dan membutuhkan upaya advokasi. Dengan hadirnya pedoman ini, dihara-

pkan akan membantu penataan upaya perlindungan dan penyelesaian masalah.

Meski demikian, pedoman teknis hanya sebuah tuntunan yang bersifat 

sangat umum, dan belum mewadahi keseluruhan praktik dan kondisi 

tiap kota yang bisa dipastikan berbeda. Sehingga masih harus disem-

purnakan dengan bantuan koreksi dari seluruh pengguna pedoman. 

Dan disarankan, demi hasil yang maksimal, agar teknis yang disajikan dalam 

pedoman, dimodifikasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan praktik masing-

masing dewan kota.

MENATAP KE DEPAN

akhir kata,
semoga bermanfaat.

salam persma

Litbang PPMI ; Identifikasi Pelaku 

Kekerasan Terhadap Persma

Sementara untuk pelaku kekerasan, teridentifikasi dari 

seluruh kasus, birokrasi sebanyak 11 kali, organisasi ke-

mahasiswaan 6 kali, serta narasumber 4  kali. Namun 

keseluruhan data tersebut masih bersifat sementara 

karena hanya berbasis kajian data yang dilakukan oleh BP Lit-

bang PPMI. Sehingga untuk penggalian data lebih jauh akan 

dilakukan riset lanjutan untuk mengetahui akar permasalahan 

dari seluruh kasus kekerasan yang terjadi. Meski demikian, data 

temuan yang telah dikumpulkan telah dapat menjadi acuan 

untuk menafsirkan kondisi terkini, tentang betapa rentannya 

pers mahasiswa mengalami kekerasan dalam kera-kerja jurnal-

istik.
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SOROTAN KONDISI

Sebagai bagian dari sebuah gerakan demokrasi, yang 

dalam hal ini mencakup kerja jurnalistik dan distribusi 

informasi. PPMI punya peran penting dalam mengawal 

keberlangsungan demokrasi yang sejati. Dalam hal ini, 

penting bagi PPMI untuk memastikan mengenai jaminan kebe-

basan, utamanya dalam wilayah kerja pers mahasiswa bagi LPM 

yang bergabung di dalamnya. 

Dalam kurun waktu antara 2014-2016, BP Advokasi 

Nasional PPMI menerima 15 laporan dengan vari-

asi kasus ; Intimidasi 4 kasus, Pemberedelan 4 kasus, 

Pembekuan 1 kasus, Pembubaran dan Pelarangan  6 

kasus. Frekuensi kasus ; 2014 (3) Kasus, 2015 (7) Kasus, dan 2016 

(5) Kasus. Dan Identifikasi Pelaku ; Pejabat Kampus 8 kasus, Lem-

baga Kemahasiswaan 1 kasus, Keterlibatan polisi 3 kasus, Tidak 

diketahui 2 kasus. 



DASAR HUKUM
Disusun oleh : BP ADVOKASI PPMI NASIONAL

Dalam perjalanannya, format lembaga persma 

sesungguhnya hampir secara keseluruhan di-

jalankan, mengacu pada ketentuan pers kon-

vensional yang termuat dalam UU No. 40 Tahun 

1999. Namun ihwal aturan tersebut, rupanya hanya dapat 

dijadikan pedoman dalam menjalankan fungsi pers, tapi 

tidak sebagai instrumen yang dapat memproteksi awak 

persma berikut lembaga persma yang menaunginya. Se-

hingga sebagai akibatnya, persma menjadi lembaga yang 

sangat rentan dalam menjalankan tugasnya mengawal 

dan mendistribusikan informasi. Berbagai macam tekanan 

seperti intimidasi reporter hingga pengurus lembaga dan 

redaksi, pemberedelan, sampai pembekuan lembaga. Ada-

lah beberapa dari sekian banyak bentuk kekerasan yang 

rentan dihadapi oleh persma. Belum lagi alasan dari pihak 

yang memberi tekanan, secara terang-terangan hendak 

menegasi fungsi koreksi dan pengawalan dari persma den-

gan alasan yang dangkal seperti ; pemberitaan LPM ini mer-

ugikan pihak kampus, atau persma kebanyakan kritik tapi 

kurang memberitakan prestasi, atau ketakutan tak berdasar 

mengenai isu sensitif yang sedang dibahas oleh persma 

terkait.

Celakanya, dalam upaya pengawalan, beberapa pihak 

yang seringkali diharapkan dapat memberi perlind-

ungan dan menjamin kebebasan persma (baca pihak 

kampus) justru jadi pihak yang teridentifikasi sebagai 

pelaku lapangan. Tidak sampai di situ, masalah lain yang sering-

kali memusingkan adalah sikap dewan pers yang terkesan tidak 

mau ambil pusing, ditambah tafsir terhadap instrumen UU Pers 

oleh pemangku kebijakan yang sejauh ini belum mengakomo-

dasi persma sebagai subjek hukum dari UU yang dimaksud. Se-

hingga sebagai jalan keluar, salah satu hal yang dapat dilakukan 

adalah menggunakan instrumen hukum alternatif demi mem-

proteksi kerja-kerja persma.

Instrumen hukum pertama yang dapat digunakan adalah 

UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Right  (ICCPR) atau instrumen 

HAM internasional terkait hak sipil dan politik warga Negara.  

Yang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 

13 ayat (1), serta pasal 19  dan 20, kemudian diteruskan dalam 

ICCPR pasal 12, 19, 21, 22 ayat (1) dan (2) menyatakan memberi-

kan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan dasar 

setiap manusia yang meliputi hak kebebasan berpendapat, be-

rekespresi, berkumpul dan berserikat. 

Instrumen ini dimaksudkan yang pertama, terkait hak kebebasan 

berkumpul dan berserikat ditujukan untuk melindungi persma se-

bagai sebuah lembaga berikut seluruh aktivitasnya yang dalam 

konteksnya merupakan pengejawantahan dari tafsir berkumpul dan 

berserikat. Sementara terkait hak kebebasan berpendapat, yang dalam 

tafsirnya termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi-

kan informasi dan ide apapun tanpa memperhatikan medianya, baik 

lisan maupun tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni 

atau melalu media lain sesuai pilihan masing-masing. Dimaksudkan un-

tuk melindungi kerja-kerja jurnalistik persma termasuk distribusi infor-

masi, koreksi, dan pengawalan kinerja sistem baik di dalam maupun luar 

kampus. Kemudian pada instrumen selanjutnya, yaitu UU No. 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mengatur mengenai 

hak dan wewenang untuk mencari, menggunakan, dan mendistribusi-

kan informasi yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kerja-

kerja jurnalistik.

METODE 
ADVOKASIDASAR HUKUM JENIS KASUS

ALUR
GERAKAN

KONTAK 
JARINGAN
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2. Teknik Advokasi dan Dasar Hukum 
lainnya

Masalah yang dialami oleh Pers Mahasiswa tentu harus dilaku-
kan oleh internal pers mahasiswa itu sendiri. Untuk menyele-
saikan masalah atau mengadvokasi sebuah kasus, diperlukan 
upaya advokasi tersendiri.
Menurut Satrio Aris Munandar 2007:2 , Advokasi dibagi men-
jadi tiga kategori antara lain :

1. Advokasi diri yaitu yang dilakukan pada skala lokal dan 
sifatnya pribadi misalnya ketika seorang mahasiswa tiba-tiba 
diskorsing oelh pihak universitas tanpa ada kejelasan maka ad-
vokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan 
atau klarifikasi pada pihak universitas.

2. Advokasi kasus yaitu advokasi yang dilakukan sebagai pros-
es pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu 
yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelom-
poknya.

3. Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilaku-
kan oeh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam 
bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan 
baik didalam maupun diluar pengadilan yang bertujuan untuk 
menyelesaiakan sengketa yang berdimensi hukum.

Selain pengertian diatas, salah satu pembagian teknik ad-
vokasi yang dikenal adalah bentuk advokasi litigasi dan non 
– litigasi. Pada penjelasan berikutnya, akan dibahas perbedaan 
antara teknik advokasi litigasi dan non – litigasi.

a. Litigasi
	 Advokasi Litigasi adalah salah satu bentuk advokasi 
hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan atau mela-
lui aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan advokasi 
hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan 
ketrampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum be-
racara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat 
pengadilan. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian 
ini dilakukan oleh kelompok professional yang memiliki izin 
untuk itu, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau 
penasehat hukum.
	 Walaupun jarang dilakukan oleh pegiat pers maha-
siswa, bentuk advokasi litigasi hanya dilakukan ketika pegiat 
persma mengalami masalah hingga sampai ke pengadilan 
atau tuduhan tertentu. Sebagai contoh, ketika pegiat pers 
mahasiswa terkena delik UU ITE pasal 27 ayat 3 yakni tentang 
pencemaran nama baik dan penghinaan pada dokumen ele-
ktronik hingga tuduhan upaya makar melalui diskusi penye-
baran paham tertentu dan isu yang sensitif seperti isu LGBT 
tidak jarang pegiat persma berhadapan dengan aparat pen-
egak hukum.
	 Selain itu beberapa aturan hukum juga dapat di-
lakukan oleh pers mahasiswa, salah satunya ketika ingin men-
dapatkan sebuah data melalui UU Keterbukaan Informasi 
Publik. Tidak jarang beberapa pers mahasiswa menggunakan 

pedoman permohonan informasi secara resmi ketika ingin 
mendapatkan data – data yang ada di kampus. Walaupun be-
gitu, beberapa birokrat berdalih data – data tersebut adalah 
data yang rahasia. Untuk itulah pengetahuan mengenai be-
berapa undang – undang perlu dipahami bersama oleh insan 
pers mahasiswa.
Beberapa landasan hukum dan undang – undang yang 
berkaitan dengan penyelesaian sengketa pers mahasiswa 
baik jurnalistik atau kelembagaan:

a. Pasal 28 UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F)
    Pasal 28E Ayat 3

b. Kode Etik PPMI
     Terlampir aturan mengenai kode etik pers mahasiswa.

c. UU Pers No. 40 Tahun 1999
    Pasal 15 ayat 2

d. UU ITE No. 11 Tahun 2008
     Pasal 27 ayat 3:
     Pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat aktivis  
     di media sosial.

e.  UU KIP No. 14 Tahun 2008
    Aturan yang dapat dipakai untuk mengakses dokumen 
    publik di level pemerintahan, atau birokrasi kampus. 
    Selengkapnya bisa membaca undang – undang terkait.

    “ Pasal 4 ayat 2”

f.  UU PT No. 12 Tahun 2012
    Berisi aturan tentang penyelenggaraan kehidupan kampus 
   dan kebebasan mimbar akademik dan pemenuhan hak 
    minat bakat bagi mahasiswa.

     “Pasal 8”

g.  Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
     Pasal yang dipakai untuk memberikan pidana kepada 
      mahasiswa atau jurnalis pers mahasiswa

     “Pasal 310”

h.  Peraturan Kampus berupa Surat Keputusan Pejabat 
      Kampus
      Menurut UU PT 12 Tahun 2012, masing – masing kampus 
      memiliki statuta atau dasar hukum tersendiri. Oleh karena 
      itu menjadi penting untuk mengetahui aturan masing 
       – masing kampus dalam bentuk Surat Ketetapan/
       Keputusan (SK) Rektor terntang aturan – aturan yang 
       ada. Namun, aturan yang dibuat oleh pejabat kampus, 
       tidak boleh bertentangan dengan UU PT 12 Tahun 2012 
        ataupun Pasal 28 UUD 1945. 

i.   Peraturan Organisasi Mahasiswa (AD / ART)

	 Aturan Organisasi Mahasiswa berpengaruh dalam 

penentuan status lembaga pers mahasiswa. Oleh karena itu, 

menjadi penting untuk mengetahui aturan masing – masing 

organisasi lembaga mahasiswa baik di lingkup fakultas ataupun 

universitas.

Dalam aturan tersebut diatur beberapa penjelasan mengenai 

pedoman atau dasar hukum mengenai pers mahasiswa atau or-

ganisasi mahasiswa secara umum. 

B. Non Litigasi
Secara umum, non –litigasi adalah penyelesaian masalah diluar 

proses hukum atau pengadilan. Beberapa diantaranya meliputi:

a. Konsultasi

    Merupakan upaya penyelesaian melalui pendekatan salah satu 

    pihak dengan konsultan, dimana pihak konsultan memberikan 

    pendapat kepada salah satu pihak sesuai keperluan dan 

     kebutuhan.

b. Mediasi

    Merupakan upaya penyelesaian melalui proses perundingan 

    untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan 

    dibantu mediator.

c. Negosiasi

    Merupakan upaya penyelesaian melalui proses tawar-menawar 

     terhadap kepentingan penyelesaian suatu masalah yang 

     dilakukan oleh negosiator.

d. Konsiliasi

     Merupakan upaya penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai 

     penengah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan 

     mengusahakan solusi.

e. Penilaian ahli

    Merupakan upaya penyelesaian melalui pendapat para ahli 

    untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang 

    keahliannya.

	 Dalam melakukan advokasi non – litigasi, pegiat pers 

mahasiswa tidak jarang harus memiliki beberapa keahlian sep-

erti teknik lobbying dan negosiasi. Selain itu, kedekatan dengan 

beberapa jaringan perlu dilakukan seperti kepada Organisasi 

Profesi seperti AJI, PFI, PWI, dll, akademisi, organisasi mahasiswa 

lainnya, hingga organisasi masyarakat sipil lainnya. Hal tersebut 

mutlak diperlukan agar kekuatan yang dibangun ketika menye-

lesaikan masalah juga cukup besar.

	 Mengingat setiap daerah dan kampus memiliki kebija-

kan yang  berbeda - beda. Kondisi kampus dan  kultur wilayah 

juga menjadi salah satu faktor dalam pembuatan kebijakan. Di 

beberapa wilayah, kondisi kampus dan kriteria pers mahasiswa 

berbeda – beda. Hal tersebut berakibat pada berbedanya proses 

penanganan sengketa pers mahasiswa di beberapa daerah. Oleh 

karena itu, butuh adanya kajian dan penyusunan pola – pola ad-

vokasi dengan berbagai jenis kasus yang menimpa lembaga pers 

mahasiswa di Indonesia.

Dengan hadirnya beberapa instrumen tersebut sesung-
guhnya sudah ada jaminan mengenai keamanan 
kerja-kerja jurnalistik persma, namun keberhasilan 
penggunaannya tetap bergantung pada upaya-upaya 

sistematis yang dikerjakan. Untuk  mendorong pemerintah seba-
gai pemangku kebijakan, agar mengawal penerapan instrumen 
secara adil dan benar di semua institusi.-

source-google.com



JENIS 
KASUS

Kasus diklasifikasikan mengingat perbedaan kondisi tiap 

kasus yang tentu saja membutuhkan metode penanga-

nan masing-masing. Dengan mengetahui karakteristik 

tiap kasus, akan memudahkan penyusunan rencana tin-

dak lanjut, dan mengukur target yang ingin dicapai. 

Pemberedelan yang dimaksud di sini mengacu pada UU 

No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pasal 1 ayat (9) 

menjelaskan beredel atau pelarangan penyiaran,  se-

bagai penghentian penerbitan dan peredaran atau pe-

nyiaran secara paksa atau melawan hukum. Beberapa LPM yang 

pernah terkena kasus pemberedelan, diantaranya adalah LPM 

Ekspresi (UNY) dalam bentuk pelarangan mengedarkan terbitan, 

dan LPM Lentera (UKSW) yang terkena penarikan pasca- edar

•	

Mengacu pada pasal 1 ayat (8) UU Pers men-

yatakan penyensoran sebagai penghapu-

san paksa, sebagian atau seluruh materi 

informasi yang diterbitkan atau disiarkan, 

atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengan-

cam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta 

memperoleh ijin dari pihak yang berwajib, dalam pelaksanaan 

jurnalistik.  Ada beberapa LPM dari dewan kota tertentu yang 

mengeluhkan proses sensor yang secara halus diterapkan di 

beberapa kampus, melalui beberapa peraturan akademik 

yang tengah diberlakukan. Salah satu LPM yang melaporkan 

mengenai kasus penyensoran adalah UKPM Explant, dari Po-

liteknik Negeri Jember. Yang sejak Juni 2015 secara langsung 

diminta oleh WD III agar terlebih dahulu menunjukkan terbitan 

sebelum didistribusikan. Kemudian mulai berlanjut hingga de-

sember 2015, UKPM Explant tidak hanya diminta untuk men-

unjukkan terbitan pada WD III saja, tapi juga pada pembina 

baru UKPM Explant. Alasannya agar dalam pengajuan propos-

al penerbitan atau kegiatan lain, Explant tidak dipersulit. Meski 

demikian, untuk terbitan online (blog) Explant sama sekali 

tidak mengalami penyensoran

•	

Larangan peliputan berada dalam konteks defin-

isi yang jelas, yaitu larangan untuk pengambilan 

gambar atau jenis materi informasi lainnya dalam 

tujuan kerja jurnalistik yang resmi (dibuktikan 

dengan surat tugas atribut lain seperti kartu pers). Salah satu 

LPM anggota PPMI yang pernah melaporkan kasus pelarangan 

peliputan adalah LPM Aksara dari Universitas Trunojoyo Ma-

dura (UTM). Pelarangan disampaikan dalam pernyataan oleh 

ketua DPM, yang menegaskan pelarangan bagi LPM Aksara 

untuk meliput di luar Fakultas Ilmu Keislaman (FIK), karena 

pemberitaannya yang dianggap merugikan pihak terkait.

source-google.com
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•	

Mengacu pada definisi yang disepakati 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

, Intimidasi diartikan sebagai tindakan 

menakut-nakuti (terutama untuk me-

maksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; 

ancaman. Yang dalam hal ini berhubungan dan bertu-

juan untuk membatasi kerja jurnalistik dan hak demok-

ratisk awak persma. Intimidasi bisa terjadi dalam berbagai 

bentuk represi, pemukulan, dan tindakan agresi lainnya 

(Verbal/non Verbal) yang dapat membahayakan bagi fisik 

maupun mental. Intimidasi umumnya terjadi dalam proses 

kerja jurnalistik seperti peliputan, atau saat mengedarkan 

terbitan. Kasus intimidasi pernah dialami oleh Rosy, report-

er LPMS Ideas yang merupakan LPM anggota dari PPMI DK 

Jember. Rosy yang saat itu sedang mengecek proposal 

pengajuan dana, setelahnya mengaku menerima anca-

man mengenai status beasiswa dikarenakan kerja-kerja 

jurnalistik LPMS Ideas. Pelaku intimidasi sendiri, atas nama 

Wisasongko saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan III 

di Fakultas Sastra Universitas Jember.

•	

Dimaksudkan sebagai pembatasan yang di-

arahkan kepada individu tertentu, di luar 

posisinya sebagai awak persma. Biasanya 

berupa sanksi akademik, atau pencabutan 

hak tertentu, namun semuanya sebagai akibat aktivitasn-

ya yang berhubungan dengan dunia jurnalistik. Semisal 

karena berita, atau bentuk tulisan lain yang diterbitkan

Pemberedelan

Larangan Peliputan Kekangan Personal

IntimidasiSensor

METODE 
ADVOKASIDASAR HUKUM

ALUR
GERAKAN

KONTAK 
JARINGANJENIS KASUS
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KELEMBAGAAN

Communicate
positively source-google.com

Pencabutan SK yang dimaksud, adalah 

dihapuskannya pengakuan sebagai 

lembaga resmi, yang akan mempen-

garuhi legalitas suatu LPM  dan ber-

dampak pada terhambatnya kerja redaksi. Hal 

ini pernah dialami oleh LPM Poros UAD, yang 

pembekuannya baru dicabut beberapa waktu 

lalu melalui berbagai upaya audiensi dengan 

pihak rektorat. Sementara LPM tandingan di-

maksudkan sebagai upaya sistematis yang 

dilakukan oleh pihak tertentu, dalam rangka 

mengerdilkan fungsi koreksi dan peran pen-

gawasan LPM, utamanya LPM yang tercatat se-

bagai anggota PPMI. Kasus ini dijelaskan oleh 

pihak dewan kota Mataram pada saat RAPIM-

NAS Jember, mengenai kasus yang pernah ter-

jadi di wilayahnya.	

Pembubaran dan pelarangan ak-

tivitas yang dimaksud dalam hal ini, 

berkaitan dengan program non ju-

rnalistik yang dilakukan oleh LPM. 

Seperti diskusi, pelatihan, rapat, atau kegiatan 

lain di luar urusan keredaksian. Biasanya terja-

di dalam bentuk pembatalan ijin, permintaan 

terang-terangan, atau dan ragam tindakan 

lainnya sebagai upaya menghentikan kegia-

tan. Kasus ini paling marak terjadi, terutama 

dalam urusan pendiskusian yang membahas 

isu sensitif seperti LGBT, dan peristiwa 1965.

Metode Advokasi
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Pembekuan Lembaga (Pen-
cabutan SK dan Pembuatan 
LPM Tandingan)  

Pembubaran dan Pelarangan 
Aktivitas (Diskusi, Rapat, dan 
Kegiatan Lembaga lainnya)



METODE ADVOKASI

Metode advokasi yang dimaksud di sini, adalah 
model advokasi media yang dianggap sesuai 
dengan kebutuhan dan corak organisasi PPMI 
yang menggiati bidang jurnalistik. Berikut 
adalah beberapa langkah yang dapat dilaku-
kan dalam upaya advokasi media.

PELAPORAN/ PUBLIKASI 
KRONOLOGI PERISTIWA
Alur pelaporan dalam metode advokasi PPMI 
bersifat bottom up, yang dapat diartikan seb-
agai pelaporan hierarkis. Sebagai penjelasan, 
untuk setiap kasus diupayakan penyelesaian-
nya terlebih dahulu pada tingkatan (Kampus 
LPM, & tingkat Kota) misalnya melalui jalan me-
diasi atau audiensi dengan pihak-pihak yang 
terlibat sebagai pelaku. Kemudian setelahnya 
bila upaya di masing-masing tingkatan gagal 
tercapai, barulah isu kemudian dipublikasi-
kan/dilaporkan ke tingkatan nasional. Meski 
demikian komunikasi antara pihak kota dan 
pihak nasional perlu tetap dilakukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan paling buruk, 
dan sebagai upaya lain untuk meluaskan 
dukungan

KRONOLOGI
Kronologi merupakan informasi awal yang 
berisi rincian waktu antar kejadian dalam satu 
peristiwa. Dimaksudkan sebagai data awal dan 
bukti, untuk mengklasifikasi masalah, posisi, 
jenis, serta aktor dari sebuah kasus. Dalam 
sebuah kronologi disarankan untuk melampir-
kan bukti penjelas yang dapat menguatkan ke-
benaran informasi seperti video, foto, rekaman 
suara, atau dokumen lain seperti surat yang 
terkait dengan kasus. Berikut adalah beberapa 
contoh kronologi ;

ALUR PELAPORAN

Kronologi ; 
PPMI DK Malang 1

DASAR HUKUM JENIS KASUS
ALUR

GERAKAN
KONTAK 

JARINGAN
METODE 

ADVOKASI

PEDOMAN TEKNIS ADVOKASI 15 14



Kronologi ; 
PPMI DK Malang 2 Kronologi ; 

PPMI DK Jember 1
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IDENTIFIKASI  AKTOR (PELAKU 
KEKERASAN)
Identifikasi aktor atau pelaku dalam kasus 
kekerasan persma, penting dilakukan untuk 
mengetahui posisi kasus. Dengan mengeta-
hui sejauh mana keterlibatan pelaku, apakah 
sekedar pelaku lapangan, atau dalang yang 
memberi perintah. Akan menjadi lebih mu-
dah untuk menentukan targetan dan tuntu-
tan yang ingin dimenangkan dalam advokasi 
kasus. Dalam identifikasi aktor, juga diperlu-
kan identifikasi saksi langsung, untuk men-
guatkan informasi dan data yang digunakan 
membuat tuntutan.

KLARIFIKASI
Klarifikasi yang dimaksud adalah pernyataan 
baik tertulis maupun atau lisan dari kedua 
belah pihak, mengenai sikap masing-masing 
pihak. Untuk mengetahui tindak lanjut kasus, 
apakah penyelesaian akan menempuh jalan 
damai, atau melangkah ke tingkat penyelesa-
ian kasus yang lebih lanjut (jalur hukum).

PERNYATAAN SIKAP (TUNTUTAN)
Pernyataan sikap adalah biasanya berisi 
penegasan sikap dari pihak korban, dan daf-
tar tuntutan atau targetan yang ingin dicapai 
dari advokasi. Ditujukan kepada pihak pelaku 
kekerasan sebagai daftar permintaan yang 
wajib dipenuhi, dan kepada pihak lain ditu-
jukan untuk menggalang dukungan. Berikut 
adalah beberapa contoh pernyataan sikap;

Kronologi ; 
PPMI DK Jember 2

Pernyataan Sikap ; 
PPMI DK Malang 1 
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Pernyataan Sikap ; 
PPMI DK Malang 2

Pernyataan Sikap ; 
PPMI DK Jember 1
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Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan advokasi yang telah dilakukan, yang akan 
menentukan langkah selanjutnya. Apakah akan menggunakan pihak ketiga yang dalam 
posisi netral sebagai penengah (Mediasi) sebagai upaya mempertemukan keinginan 
kedua belah pihak, atau meminta pertemuan langsung dengan pihak lawan dalam kasus 
untuk mendengarkan dan menegosiasikan tuntutan (Audiensi). 

EVALUASI PENGAWALAN (MEDIASI & AUDIENSI)

Pernyataan Sikap ; 
PPMI DK Jember 2

Pernyataan Sikap ; 
PPMI DK Jember 3
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PERSIAPAN

ALUR GERAKAN

• Pembentukan Tim
Langkah awal yang penting dilakukan dalam sebuah 
tahapan advokasi, adalah membentuk tim kerja. Tim kerja 
dibentuk mengingat terbatasnya ruang gerak individu, dan 
keterbatasan waktu yang bisa diretas dengan kerja tim. 
Dalam pembentukan tim kerja, ada dua tim yang penting 
untuk ;

1. Investigasi & Dokumentasi : Tim yang bertugas untuk 
mengumpulkan data dan mendokumentasikan informasi 
kasus.  Bentuk data yang dikumpulkan bisa merupakan 
data primer (hasil wawancara, atau foto, video, rekaman 
suara saat kejadian, serta dokumen yang berhubungan 
dengan kasus), bisa pula terlebih dahulu dibantu dengan 
data sekunder yang berhubungan dengan kasus (berita dari 
media cetak, atau digital. Atau hasil penelitian bila ada). 

Sebagai penegasan, evaluasi bukan tahap akhir dari sebuah kerja advokasi. Melainkan 
untuk mengoreksi langkah dan program yang telah dikerjakan, serta menentukan 
langkah selanjutnya. Apakah kasus akan dibawa menuju perkara yang lebih serius 
atau dimeja hijaukan (baca pengadilan) atau tetap diupayakan dengan cara yang lebih 
tenang dan tertata seperti metode advokasi PPMI secara umum. Selain itu bentuk 
advokasi yang ditawarkan dalam buku pedoman ini bukanlah sebuah format baku 
yang wajib diikuti, melainkan hanya sebuah gambaran kasar yang disusun berdasarkan 
pengalaman advokasi sebelumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada 
kondisi yang sama sekali belum dibahas buku ini karena belum terjadi.

ADVOKASI PPMI NAS ; DOKUMENTASI KASUS 2014-2016

• Rencana Tindak Lanjut
Menyusun program jangka pendek, 
dan jangka panjang. Menentukan 
target advokasi atau tuntutan yang 
ingin dicapai, berdasarkan hasil 
analisis dan pemetaan kasus. Serta 
menentukan batasan waktu penger-
jaan untuk tiap program.

2.  Ekspansi : Merupakan tim yang bertugas membangun 
jaringan aliansi untuk kasus yang dikawal, serta meng-
galang dukungan publik melalui program atau cara 
persuasif. Melalui poster dan pamflet propaganda, musik, 
tulisan, event, aksi massa, sekaligus bertujuan mengampe-
nyakan aksi yang sedang dikawal. 

• Memetakan Kasus
Melakukan analisis dan memetakan kasus berdasarkan 
temuan tim kerja ; Siapa saja aktor yang terlibat, instrumen 
hukum seperti apa yang akan digunakan untuk mempro-
teksi dan memenangkan kasus, bagaimana publik mere-
spons kasus yang dikampanyekan. Berikut adalah contoh 
pemetaan kasus berbasis dokumentasi ;

No. Judul Berita Deskripsi Kasus Jenis Perkara Pelaku 
(Jabatan)

Korban Teknik Penyelesaian 
Sengketa Kasus

Sumber 
Berita

Tanggal

1 Bredel Pers 
Mahasiswa, 
Rektor Univer-
sitas Mataram 
dikecam

Rektor Unram 
menyatakan bahwa 
pemberitaan yang 
diterbitkan oleh 
UKPKM Media tidak 
sesuai dengan visi 
kampus, yaitu men-
jadi perguruan tinggi 
yang memiliki daya 
saing tinggi sehingga 
perlu diadakan pem-
binaan

UKPKM  Me-
dia terlalu ser-
ing membuat 
berita yang 
sarat dengan 
kritik

Rektor 
Universitas 
Mataram

UKPKM 
Media

Rektor Universitas 
Mataram mem-
bekukan UKPKM 
Media dan secara 
sepihak membentuk 
kepengurusan baru 
berdasarkan kepent-
ingan Rektor

Tempo 06 November 2016

2 Kasus Lentera , 
ketika Lembaga 
Pers Maha-
siswa dilarang 
berekspresi

LPM Lentera mener-
bitkan majalahnya 
edisi 3 tahun 2015 
dengan judul “Sa-
latiga Kota Merah” 
mengenai dampak 
peristiwa G30S/PKI

Penarikan 
Majalah dari 
peredaran

Rektor 
Universitas 
Kristen Satya 
Wacana dan 
Kepolisian

LPM Lentera 
USKW 
Salatiga

Intervensi berupa 
penarikan Majalah, 
Introgasi kepolisian 
kepada anggota LPM 
Lentera dan instruksi 
permohonan maaf 
atas perbuatan yang 
telah dilakukan

Majalah 
Kartini

22 Oktober 2015

BAYU DIKTIARSA (PPMI DK MALANG)  

• Publikasi
Mempublikasikan data temuan untuk 
menarik dukungan massa luas terha-
dap isu yang dikawal. Sembari terus 
melakukan evaluasi dari metode 
publikasi. Bentuk publikasi seperti 
gambar, video, tulisan, hasil riset, 
dan lain-lain perlu dibuat semen-
arik mungkin mengikuti tren dan 
kebiasaan setempat.

• Menguatkan Data Temuan
Memperbaharui data temuan perlu 
dilakukan, dengan tujuan mem-
perkuat bukti terkait landasan hukum 
yang digunakan dalam pengawalan 
kasus. Selain itu, penguatan data 
berkelanjutan diharapkan dapat 
membangun kepercayaan publik 
pada isu yang sedang dikawal.

• Eksekusi Program
Menjalankan program yang telah 
disepakati dalam rencana tindak 
lanjut, penting untuk diawasi pelaksa-
naannya. Apakah terlaksana sesuai 
dengan waktu yang telah disepakati. 
Kemudian program yang dijalankan 
perlu dievaluasi secara terukur. Den-
gan menentukan standar keberhasi-
lan program.

PELAKSANAAN

EVALUASI

METODE 
ADVOKASIDASAR HUKUM JENIS KASUS

KONTAK 
JARINGAN

ALUR
GERAKAN
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Kontak Jaringan
berikut berisi alamat dan nomor telepon 
yang dapat dihubungi bila diperlukan :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI)
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320 INDO-
NESIA
Telepon: 62-21-392 98 40
Fax: 62-21-319 30 140
E-mail : info@ylbhi.or.id
Website : http://www.ylbhi.or.id
Facebook : FB YLBHI
Twitter : @YLBHI
 
LBH Bali 
Jl. Plawa No. 57 Denpasar-Bali
Tlp. 0361-223010 / Fax. 0361-227465
Email: lbhbali@indo.net.id
Website : http://bantuanhukumbali.org/
 
LBH Banda Aceh
Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No. 1
Desa Pango Raya kec. Ulee-kareng, Banda Aceh
Tlp. 0651-22940 / Fax. 0651-7400023
Email: lbh_aceh1995@yahoo.com
 
LBH Bandar Lampung
Jl. MH Thamrin no. 63
Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat
Bandar Lampung
Tlp. 0721-7901940
Email : ylbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com
Facebook : FB LBH BANDAR LAMPUNG
Twitter : @LBH_BLampung
 
LBH Bandung 
Jl Rereng Wulung No 33 Sukaluyu, Bandung
Tlp. 022-2502598 / Fax. 022-2502598
Email: lbhbandung@lbhbandung.org
Website: http://www.lbhbandung.org/
Facebook : FB LBH BANDUNG
Twitter  : @LBHBandung

Kontak AJI Indonesia
Alamat	 : Jl. Kembang Raya No. 6, 
Kwitang, Senen, 
Jakarta Pusat 10420
 
Telepon/Fax	 :	 (6221) 3151214
(6221) 3151261
 
Email Sekretariat:
sekretariat@ajiindonesia.or.id

AJI Bengkulu
AJI Bengkulu - Jl. Enggang No. 86-87, Rt.07, Rw. 
02, Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading 
Cempaka, Kota Bengkulu

AJI Purwokerto
AJI Purwokerto - Kedai Telapak, Jl. Raya Batur-
raden KM 1 no. 188, kel. Pabuaran, Purwokerto 
Utara, Banyumas, Jawa Tengah

AJI Yogyakarta
AJI Yogyakarta - Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Um-
bulharjo, Yogyakarta 

AJI Ternate
AJI Kota Ternate - Jalan Siswa belakang Bak Air, 
Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate 
Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara

AJI Surakarta
AJI Surakarta - Perum BBC Jl Pandan XIII Blok 
A7, Baturan, Colomadu, Karanganyar Jawa Ten-
gah 57171

AJI Surabaya
AJI Surabaya - Jln. Sidosermo IV, Surabaya

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
LBH Jakarta 
JL. Diponegoro No. 74, Lantai 2, Jakarta
Tlp. 021 3145518 / Fax . 021 3912377
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: http://www.bantuanhukum.or.id/
Facebook : FB LBH Jakarta
Twitter : @LBH_Jakarta

LBH Manado 
Jl. Temboan Kel. Winangun II Lingkungan I No. 
128 Kec. Malalayang, Manado 95116
Tlp. 0431-859962 / Fax. 0431-859963
Email: lbhmdo@gmail.com
Facebook : FB LBH MANADO
LBH Medan 
Jl Hindu No. 12, Medan 20111
Tlp. 061-4515340/ Fax 061-4569749
Email : lbh_medan@yahoo.com
 
LBH Padang 
Jl. Pekanbaru No 21, Ulak karang – Padang 25135
Tlp. 0751- 7051750 / Fax. 0751-7056059
Email : lbhpadang@gmail.com
Facebook : FB LBH PADANG
Twitter : @LBHPadang
 
LBH Palembang 
Jl. Hbr Motik
komplek Griya Talang Kelapa Indah
Blok C No, 12A RT 29
Kel Karya Baru, Kec. Alang2 Lebar, Palembang
Tlp. 0711-356153 / Fax. 0711-356153
Email: lbhplg@yahoo.com
Facebook : FB LBH PALEMBANG
 
LBH Papua 
Jl. Gerilyawan No. 46, Jayapura 99532
Tlp. 0967-581710 / Fax. 0967-582559
Email: lbh.papua@yahoo.co.id

AJI Semarang
AJI Semarang - Jalan Gergaji I No. 15, Mugas, 
Kota Semarang

AJI Pontianak
AJI Pontianak - Jl. Ahmad Yani, Gg Sepakat II, 
Komplek Taman Sepakat BB8, Pontianak

AJI Langsa
Aji Kota Langsa -JL. Sudirman, Lrg Peutua Blang 
Pasee Nomor 286 Kota Langsa

AJI Pekanbaru
AJI Pekanbaru - Jalan Amilin/Semangka No 51 
RT/RW 05/02 Kelurahan Kampung Tengah, Ke-
camatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

AJI Palu
AJI Palu - Jl. Rajawali No. 28, Palu

AJI Palembang
AJI Palembang - Jl. Angkatan 45 blok H no. 43, 
Palembang

AJI Padang
AJI Padang - Jalan Andalas Raya No. 29 / Blkg 31, 
Padang, Sumatra Barat

AJI Medan
AJI Medan - Jl Sisingamangaraja No 68 A Lantai 
3 - Medan

AJI Mataram
AJI Mataram - Jl. Irigasi V No. 4A, Kompleks 
Irigasi, Kel.Taman Sari, Kota Mataram

AJI Mandar
AJI Kota Mandar - Jl. Andi Latandratu. BTN 
Graha Makkanyuma Blok D4 Takatidung, Pole-
wali Mandar Sulawesi barat

METODE 
ADVOKASIDASAR HUKUM JENIS KASUS

ALUR
GERAKAN

KONTAK 
JARINGAN
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
LBH Surabaya
Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131
Tlp. 031-5022273, 031-5024826 /  Fax. 031-
5024717
Email: lbh_sby@yahoo.com
Facebook : FB LBH SURABAYA
Twitter : @LBHSurabaya
 
LBH Semarang
Jl. Jomblang Sari IV No. 17, Kel. Jomblang Kec. 
Candisari, Semarang
Tlp. 024-6710687 / Fax. 024-6710687
Email: lbhsmg@indosat.net.id
Facebook : FB LBH SEMARANG

LBH Makassar
Jl. Pelita Raya 6 Blok A34 No 9, Makassar 
Tlp. 0411- 448215 / Fax. 0411-873239
Email: lbhmks@indosat.net.id
Facebook : FB LBH MAKASSAR
Twitter : @LBHMAKASSAR

LBH Yogyakarta
Jl. Ngeksigondo No. 5 A
Kota Gede, Yogyakarta
Indonesia 55173
Tlp. 0274 4436859,0274 376316 / Fax. 0274 
376316
Email: lbhyogyaprogram@yahoo.com

AJI Manado
AJI Manado - Jln Korengkeng Nomor 1 Wenang 
Utara. Manado

AJI Malang
Jalan Kunthabaswara VIII nomor 21 Polehan, 
Blimbing, Kota Malang

AJI Makassar
AJI Makasar - Kompleks Maizonet, Jl. Melati 5 
No,3, Makassar

AJI Lhokseumawe
AJI Lhokseumawe - Jl. Haji Navi No.20, Meunasah 
Masjid, Cunda, Lhokseumawe 24351

AJI Lampung
AJI Lampung - Jalan Dr Harun I Gang Haji Natsir 
Tanjungkarang Timur

AJI Kupang
AJI Kupang - Jln RA. Kartini no. 1A Kelapa Lima 
Kupang

AJI Kendari
AJI Kendari - Jl. Flamboyan no. 25C Kendari, 
Sulawesi Tenggara

AJI Kediri
AJI Kediri - Jalan adisucipto 15B kota kediri

AJI Jember
AJI Jember - Perum Jember Permai Jl. Semeru XX 
Blok X-17

AJI Jayapura
AJI Jayapura - Polimak I No. 51, Kelurahan Ar-
dipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura-
Provinsi Papua

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
AJI Jambi
AJI Kota Jambi - Jalan Selamet Riady No 32 RT 
08, RW 03 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan 
Telanaipura, Kota Jambi 

AJI Jakarta
AJI Jakarta - Jl. Kalibata Timur IV G No 10, Kali-
bata, Jakarta Selatan

AJI Gorontalo
AJI Kota Gorontalo - Jalan Durian Kel. Huango-
botu Kec. Dungingi Kota Gorontalo

AJI Denpasar
AJI Denpasar - Jl. Pandu No.34 Denpasar-Bali

AJI Bojonegoro
AJI Kota Bojonegoro - Jl. Setiabudi Gg Irigasi No. 
30, Bojonegoro, Jawa Timur

AJI Bireun
AJI Kota Bireun - Jln. Seulanga, Dusun Timur, 
Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen

AJI Batam
AJI Batam - Komplek Ruko Panbil Mall – Blok G 
Nomor 2 Lantai II – Mukakuning – Batam

AJI Bandung
AJI Bandung - Jalan Gempol Kulon 31, Bandung
AJI Banda Aceh

AJI Banda Aceh - Jln. Angsa No 23, Desa Batoh, 
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

AJI Balikpapan
AJI Kota Balikpapan - Jl. Kamboja No. 60 rt.30, 
Gunung Sari Ilir, Balikpapan

AJI Ambon
AJI Kota Ambon - Jl. Rijali Rt.006/06, Samping 
Pangkalan ojek Batumerah. Ambon 97126

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Email ; sekretariat@persma.org , redaksi@persma.org
Web persma.org
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LAMPIRAN 1
SOP ADVOKASI

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
DIVISI ADVOKASI

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA

SOP Pengaduan

1. Lembaga Pers Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengisi Formulir Data Pengaduan - Pelaporan, ke-
pada masing-masing Badan Pekerja PPMI Kota atau Dewan Kota. Formulir ini merupakan data awal 
yang harus diisi dengan jujur dan menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan bantuan Advokasi.

2. Lembaga Pers Mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan Advokasi dan dapat berkonsultasi menge-
nai perkara yang dialami kepada Badan Pekerja Advokasi Kota, dan kepada masing-masing BP Advokasi 
kota mencatat secara detail, gambaran peristiwa.

3. Badan Pekerja Advokasi menerima pengaduan dari pers mahasiswa menyangkut pelaksanaan Kode 
Etik, Pemberedelan pers mahasiswa, Tuduhan Pencemaran Nama baik, dan kasus-kasus yang terkait Ju-
rnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.

4. PPMI tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.

5. Badan Pekerja Advokasi Kota atau Dewan kota akan melakukan koordinasi dengan Badan BPNas 
Advokasi, Sekjen Kota dan Sekjen Nasional untuk menentukan diterima-tidaknya kasus tersebut. (kasus 
tersebut membawa nama pers mahasiswa atau ada pihak ketiga yang menunggangi)

6. Jika kasus diterima untuk dilakukan Advokasi, Badan pekerja Advokasi harus serius menjalankan tu-
gas menangani kasus tersebut akan melakukan advokasi sesuai Standard Operational Prochedure (SOP)

7. Jika kasus terkiat pelanggaran kode etik maka ditangani BP Advokasi

8. Masing-masing Badan Pekerja Advokasi dapat dengan bebas berkonsultasi dengan pakar hukum terk-
iat persoalan pers, untuk setiap langkah hukum yang akan diambil, namun tetap koordinasi dengan BP 
Nasional Advokasi.

9. Ketika kasus yang ditangani lebih kepada persoalan individu anggota pers mahasiswa yang melakukan 
tindakan pidana maka, dirujuk kepada jaringan atau NGO yang menangani perkara tertentu atau men-
untut keahlian khusus (LBH Pers, AJI atau jejaring lainnya). Misalnya, kasus pemukulan yang dilakukan 
oleh individu anggota pers mahasiswa.

10. Setiap kasus yang di tangani sebisa mungkin diselesaikan oleh Lembaga pers mahasiswa secara Me-
diasi, Badan Pekerja Advokasi Kota atau Dewan Kota sebagai Mediator.

11. Kasus yang tidak selesai dengan cara mediator maka dilakukan melalui upaya mekanisme pers tidak 
melalui mekanisme hukum pidana atau perdata.



Hal yang perlu di Ingat dan dipertimbangkan dalam Advokasi : 
MENGIDENTIFIKASI PENDUKUNG DAN PENENTANG

Usaha advokasi yang berhasil juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai siapa yang 
mendukung atau menentang isu tertentu dan penyebabnya. Berdasarkan hal-hal pokok dengan daya 
pengaruh yang telah diidentifikasi sebelumnya, Sekjen Kota dan BP Kota harus mencari tahu posisi 
dari pembuat kebijakan dari setiap isu. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca publikasi, briefing dan 
mengkroscek pembuat kebijakan, dari situs atau berbicara secara langsung dengan staf pembuat ke-
bijakan (Audiensi). Informasi ini harus diatur dengan rapi sehingga apa yang menjadi posisi masing-
masing pembuat kebijakan dapat dimengerti dengan mudah dan jelas. Jika memungkinkan, buat tabel 
yang memperlihatkan kandidat yang mendukung, menentang, dan abstain mengenai setiap isu.
Posisi pembuat kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok berpengaruh, maka Badan 
Pekerja advokasi perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok berpengaruh yang mendukung atau me-
nentang permasalahan yang ada. Untuk setiap isu, staf perlu untuk mencari tahu posisi masing-masing 
kelompok berpengaruh tersebut dan alasannya. Hal ini termasuk dengan cara mendapatkan publikasi 
dan bahan-bahan dari setiap kelompok atau, jika perlu, mengadakan pertemuan dengan perwakilan 
kelompok tingkat tinggi untuk membahas isu terkait. Berdasarkan hasil riset (pihak litbang kota di 
bantu litbang nasional) ini harus membuat tabel yang menunjukkan organisasi-organisasi yang men-
dukung, menentang dan abstain untuk tiap-tiap isu.
BP Advokasi Kota dan Sekjen Kota serta Nasional dengan demikian akan mengetahui:
1. Pembuat kebijakan penting yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan mengenai per-
masalahan tertentu
2. Aktor penentu yang terkait dan berpengaruh terhadap permasalahan tersebut
3. Arah dari kebijakan yang ditetapkan
4. BP kota dan Sekjen Kota harus menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi advokasi 
yang efektif.

SOP Kampanye

1. Badan Pekerja Advokasi PPMI Nasional saat mengeluarkan suatu surat yang berbentuk Surat Kepu-
tusan maka, BP Kota dan Sekjen semaksimal mungkin menindaklanjutkannya untuk di berikan kepada 
Lembaga Pers Mahasiswa

2. Setiap BP Kota dan Sekjen Kota saling koordinasi untuk mengkampayekan Isu Nasional dan Isu 
Masing-Masing Kota.

3. Bentuk Aksi Kampanye diputuskan oleh masing-masing Kota, untuk menentukannya. (Masing-mas-
ing kota harus membaca keadaan kota dan Lembaga pers mahasiswa, untuk memperhitungkan bentuk 
kampanye yang akan dilakukan, bisa melakukan aksi demo, konferensi pers atau bentuk kegiatan yang 
mendukung isu kota dan Nasional)

4. Koordinasi dengan Sekjen Kota dan BP Kota, Sekjen Nasional dan BP Nasional untuk menentukan 
bentuk kampanye yang akan dilakukan.

5. Dalam hal mendukung kampanye jaringan (seperti peringatan hari bumi, hari buruh, hari lingkun-
gan hidup dll. maka harus ada kesepakata dari BP Kota dan Sekjen Kota.

6. Masing-masing Kota harus bisa merawat jaringan massa yang sama-sama mendukung isu nasional 
dan isu kota atau dewan kota ( hal ini penting untuk merawat jaringan)

7. Setiap kampanye yang di buat masing-masing kota sebisa mungkin di kordinasikan kepada BP Kota 
yang lain dan BP Nasional.

Tata Cara Mediasi :
Batas Waktu Pemilihan Mediator

1. Setelah para pihak hadir, BP Advokasi mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 1 
minggu berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.

2. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada BP Advokasi.

3. BP Advokasi segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.(dalam hal ini sebisa 
mungkin mediator adalah pihak PPMI Kota atau Dewan Kota)

4. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat 
bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menentukan pilihan apakah 
akan mediasi atau tidak. Untuk segera menetukan pilihan dalam penyelesaian kasus.

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi
1. Dalam waktu paling lama 1 minggu setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-
masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

2. Dalam waktu paling lama 1 minggu setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak 
dapat menyerahkan resume perkara kepada BP Advokasi Kota atau Dewan Kota yang ditunjuk.

3. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh 
dengan menggunakan alat komunikasi.

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal
1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 
dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang 
telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan 
setelah dipanggil secara patut.

Keterlibatan Ahli
1. Atas persetujuan para pihak mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang ter-
tentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan per-
bedaan pendapat di antara para pihak.

2. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat 
dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.

Mencapai Kesepakatan
1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib mer-
umuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh pihak lain, maka para pihak wajib menyatakan 
secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan per-
damaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat 
dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.



4. Para pihak wajib menyatakan kesepakat bersama di dampingi Sekjen Kota bahwa telah ada kesepa-
katan perdamaian.

5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada BP Kota atau Sekjen Kota untuk di-
kuatkan dalam bentuk surat perdamaian.

6. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk surat perdama-
ian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang men-
yatakan perkara telah selesai.

Tidak Mencapai Kesepakatan
1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab tertentu, media-
tor wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan 
kepada BP Kota atau Sekjen Kota.

Lampiran I
FORMULIR PENGADUAN

Nomor :
Tanggal diterima :
Melalui : SMS / E-mail / Surat / Fax / Telepon / Kunjungan / lainnya :
DATA PELAPOR
Nama Pelapor :
Alamat Pelapor :
Kota / Provinsi :
Nomor Telepon /HP :
Email / FAX :
ISI PENGADUAN
Lokasi kejadian :
Kegiatan :
Pihak yang dilaporkan :
Perkiraan waktu kejadian :
Uraian Masalah yang Diadukan :
Keterangan : Kasus Baru / Terkait kasus lama nomor
Nama dan Tanda Tangan
Penerima Pengaduan

Lampiran II
PERS RELEASE

PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA
01/PR/PPMI/IV/2011 (untuk penomoran kordinasi dengan Biro Umum)

Ancaman Tindak Kekerasan Masih Mengintai Jurnalis

Pemukulan Jurnalis Global TV yang hendak meliput di depan rumah Ahmad Dhani oleh 
beberapa pemuda pada pukul 20.00 WIB, Senin 28 Februari 2011 dan hal yang sama juga 
menimpa Jurnalis Metro TV dan Harian Media Alkairaat Palu , Subandi Arya, yang akh-
irnya mengakibatkan harus dilarikan ke Rumah Sakit Poso, Senin (28/2/2011) malam, un-
tuk mendapat perawatan medis setelah dikeroyok sekitar 20 mahasiswa Universitas Sintu-
vu Maroso (Unsimar) Poso. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menegaskan 
bahwa masih rentannya jurnalis terhadap ancaman bisa berbentuk ancaman hukum mau-
pun fisik.

PPMI menilai apa yang telah dialami oleh Subandi Jaya dan Yani bersama kameramen-
nya menegaskan bahwa pelindungan terhadap profesi Jurnalis masih sangatlah lemah. 
PPMI menyesalkan jika aksi tindakan pemukulan dan pengeroyokan ini dilakukan oleh 
para mahasiswa yang seharusnya lebih bisa memahami tentang etika dalam pers, apalagi 
menyangkut pada satu pemberitaan yang menurut mereka salah dan tidak benar, kan ada 
undang-undang Pers nya!. Terkait dengan kasus tindak kekerasan terhadap Jurnalis, PPMI 
menghimbau dan mengajak semua pihak untuk menghormati profesi jurnalis, dan khusus 
kepada Aparat Penegak Hukum dan Kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas

PPMI menghimbau kepada masyarakat, apabila merasa dirugikan dengan masalah pem-
beritaan harap menempuh dengan penyelesaikan setiap sengketa pers melalui mekanisme 
yang telah diatur di dalam UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak ada lagi 
bentuk kriminalisasi terhadap Pers dan para Jurnalis. Karena jika hal ini terus
dibiarkan dapat membawa preseden buruk bagi Kemerdekaan Pers dan Kekebasan Berek-
spresi di Indonesia yang selama ini kita bangun.
Jakarta, 25 April 2011
Hormat kami,
Tommy Apriando ( Contact:0852 2888 2548) (CP harus di lampirkan sebagai alat konfir-
masi pihak luar.
Badan Pekerja Nasional Advokasi PPMI



Lampian III
Kode Etik

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia
01/SK/PPMI/IV/2011 (untuk penomoran kordinasi dengan Biro Umum)

Kode Etik PPMI:
1. Pers mahasiswa mengutamakan idealisme.

2. Pers mahasiswa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

3. Pers mahasiswa proaktif dalam usaha mencerdaskan bangsa, membangun demokrasi 
dan mengutamakan kepentingan rakyat.

4. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan men-
junjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.

5. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau sara.

6. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak nara sumber yang tidak mau 
disebut nama dan identitasnya.

7. Pers mahasiswa menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku 
kejahatan/tindak pidana dibawah umur.

8. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber ketika menggunakan berita 
atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.

9. Pers mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus ob-
jektif serta proporsional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran/kesimpulan yang 
menyesatkan.

10. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau 
mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimi-
likinya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

11. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti protes, hak jawab, soma-
si, gugatan dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang dipublikasikan berupa 
pernyataan tertulis atau ralat.

LAMPIRAN 2
UUD 1945





















LAMPIRAN 3
UU PERS













LAMPIRAN 4
RATIFIKASI ICCPR



































LAMPIRAN 5
UU KIP
























































